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ABSTRAK

Liya zafira, Ihyani Malik dan Hardianto Hawing. Peran Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD dalam
pembangunan di Desa Batu Ke’de. Pemerintah desa adalah suatu fungsi
pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan
desa. BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari wakil masyarakat
desa yang berperan melindungi. Adat istiadat ketertiban desa, menampung dan
menyalurkan keinginan masyarakat serta mengontrol penyelenggaraan pemerintahan
desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mengetahui pera pengawasan BPD didasarkan pada topik yang dibahas, yaitu topik
di lokasi penelitian. 6 informan berpartisipasi dalam penelitian ini, pengumpulan
data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi
data, penyajian data dan inferensi, sedangkan keabsahan data melalui triangulasi
sumber, teknik dan waktu

Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Batu Ke’de dalam menjalankan
peran pengawasan BPD bahwa 4 dimensi yaitu standar, penetapan penentuan
pengukuran dapat dilihat pada pelaksanaan tugas pengawasan BPD kas desa di
Desa Batu Ke’de. menentukan pengukuran kinerja kegiatan, mengukur kegiatan
dan membandingkan kegiatan dengan standar, serta analisis penyimpangan pada
dasarnya dilakukan dengan benar dan sesuai SOP yang diberikan. Hambatan BPD
dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah rendahnya tingkat pendidikan
anggota BPD, benturan kepentingan, dan alokasi sumber daya operasional BPD
yang tidak memadai.

Kata kunci: pengawasan, BPD, pembangunan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan
daerah sendiri Atur dan kelola ekonomi rumah Anda sendiri Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999. dari pemahaman ini Nampaknya pemerintah pusat
telah memberikan otonomi daerah untuk mengatur dan menjaga
kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan kekuasaan adalah terutama
dalam mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangga sendiri.
Pelaksanaan Otonomi Daerah Memasuki Era Baru Pasca Pemerintahan
Republik Demokrasi setuju untuk mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004,
tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. tanggung jawab pemeliharaan
pemerintah Daerah. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan dapat lebih
maju, lebih mandiri, lebih sejahtera dan lebih berdaya saing dalam

pelaksanaannya Pemerintahan dan pembangunan daerah (Safitri, 2016).

Era reformasi membawa angin segar dalam pelaksanaannya Otonomi
Daerah, Ketika Desentralisasi dan Demokrasi Lokal Dialami Kebangkitan
setelah UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah lokal. Dalam undang-undang ini,
keberadaan BPD menjadi aktor Sebuah penggerak baru demokrasi, diharapkan
keberadaan BPD Dinamika baru demokrasi desa sebagai pengungkap

keinginan dan Keterlibatan masyarakat, pengembangan kebijakan berdasarkan



keterlibatan masyarakat dan alat Mengontrol pemerintahan desa secara efektif.
Kehadiran dan peran BPD dan Kekuatan yang dimilikinya memungkinkan
keseimbangan dan tindakan Saling mengawasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, demikian Kehadiran kepala Desa di masa orde baru bak

"diktator” Desa tidak terjadi lagi (Safitri, 2016).

Lahirnya UU No. 32 tentang Pemerintahan tahun 2004 daerah merupakan
koreksi atas UU No. 22 Tahun 1999, Perubahan yang cukup menonjol adalah
penggantian istilah badan perwakilan desa Menjadi badan permusyawaratan
desa, perubahan lain terbentuk Keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan
langsung tetapi melalui musyawarah untuk menentukan keterwakilan masing-
masing daerah, dan Perubahan tersebut semakin memperlemah posisi BPD
yang sudah tidak lagi menjadi kepala desa Bertanggung jawab kepada komite
desa, tetapi hanya menyediakan Laporan akuntabel tanpa konsekuensi apapun
Segera pecat kepala desa. Perubahan Peraturan Mengenai BPD Undang-
Undang ini kembali melemahkan eksistensi BPD. Sehingga banyak stigma

bahwa BPD hanyalah alat stempel Kepala Desa (Madri, 2020).

Peranan pengawasan BPD yang strategis dalam ikut mengawal
penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dalam melaksanakan
fungsi pengawasan BPD di harapakan tidak ragu dan takut karena BPD
memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap
penggunaan Dana Desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan

Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksasaan peraturan



Desa dan laporan inilah yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupkan lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1). Dalam sistem
pemerintahan desa, pemerintahan desa berjalan efektif ketika pemerintahan
desa yang dikelola unsur atau lembaga dapat berjalan dengan baik. Jika unsur
atau bagian dari sistem pemerintahan desa tidak dapat memenuhi tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka

menghambat kegiatan pemerintahan desa (Nuru et al., 2013).

Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karna
setiap pengambilan kebijakan ikut diiringi persetujuan BPD. Tidak hanya itu,
separasi semacam itu bertujuan guna menghasilkan pemerintahan desa yang
lebih moderen, dimana secara politik terjalin diferensiasi antara desainer
kebijakan BPD serta pelaksana politik (kepala desa). Setidaknya BPD
mewakili orang-orang yang dipilih secara demokratis untuk membahas
kebijakan sebelum pemerintah desa melaksanakannya. Misi/peran BPD adalah
membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa,
menyesuaikan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa, serta mengawasi
kegiatan kepala desa. Dari ketiga tugas tersebut, jelaslah bahwa BPD
merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyepakati peraturan

desa yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.



BPD juga memiliki kekuasaan untuk meneruskan keinginan warga.
Penyampaian keinginan dilakukan dalam beberapa langkah kerja yaitu BPD
harus mempelajari aspirasi masyarakat, menyesuaikan keinginan masyarakat
yang disampaikan kepada BPD, dan mengarahkan keinginan masyarakat
sebagai energi positif dalam pembentukan langkah politik desa. BPD juga
menyampaikan keinginan warga desa kepada kepala desa, yang kemudian
digunakan oleh kepala desa dan jajarannya sebagai pedoman dalam
melaksanakan program pembangunan desa. Patut dicatat bahwa BPD juga
berwenang untuk memantau proses pembangunan desa secara komprehensif,

yang menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam bidang politik dan sosial desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Desa sebagai
sasaran pembangunan daerahnya, menjadikan peran BPD mutlak dan esensial.
Pasalnya, desa yang diposisikan sebagai objek kini menjadi sasaran
pengembangan potensinya. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan
Musyawarah Desa (Musdes) yang agendanya memerlukan musdes, salah
satunya Musdes, untuk membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa

persetujuan BPD, penggunaan dana desa tidak akan berjalan lancar.

Keadaan ini berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa,
dan menurut kebijakan dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD),kurang efektif dan kurang optimal. sehingga desa yang adil,
makmur,dan bebas korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN) masih jauh dari
harapan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD

BatuKede, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang harus sesuai dengan



peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Agar pemerintah desa benar-

benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang ditentukan.

Tujuan pembangunan tentunya adalah keterlibatan warga desa dalam
keputusan tentang penggunaan dana desa dan dalam perencanaan
pembangunan, sehingga perencanaan penggunaan dana desa dapat secara
langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat
berpartisipasi seoptimal mungkin dalam program perencanaan pembangunan
desa yang sedang dicanangkan gagasan pembangunan harus didasarkan pada
kepentingan = masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, hal ini
diperhitungkan dalam BPD dan disepakati bersama dalam musrenbang desa
agar sumber daya desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dan

masyarakat oleh BPD.

Meski posisinya sangat strategis, banyak BPD yang masih kurang optimal
dalam penugasannya. Banyak tugas pokok dan fungsi Peran Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu
Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang tidak dilaksanakan
secara optimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membicarakan dan
menyepakati proyek peraturan desa (Perdes) dan mempertimbangkan
keinginan warga, mengontrol pekerjaan perangkat desa dan banyak tugas dan
tugas lain yang menunjukkan kinerja buruk. Lemahnya peran BPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan  mengganggu
mekanisme check and balances sehingga pada gilirannya merongrong proses

demokrasi.



Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka masalah
yang akan dikaji yaitu Bagaimana Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecaman Masalle
Kabupaten Enrekang.
C. Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai
penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunan yang dicapai ingin diharapkan dari penelitian ini adalah
1. Secara Teoritis, agar dapat memperkaya konsep teori yang
menyongkong perkembangan ilmu pengawalan dan pengawasan dana
di Desa.
2. Secara praktis, sebagai masukan yang bersifat bagi organisasi sebagai
masukan dan sebagaimana bagi penduduk, dan sebagaimana bahan

referensi bagi masyarakat luas.



3. Sebagai syarat untuk mencapai gelar S1 pada Fakultas IImu Sosial dan
lImu Politik Jurusan 1lmu Administrasi Negara Universitas
Muhammadiyah Makassar.

4. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan untuk penelitian yang

relevan selanjutnya.



A. Penelitian Terdahulu

BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Abadi/2018

tan Desa (BPD)
dalam Proses
Legislasi
Peraturan
Desa Batu
Belerang
Kecamatan
Sinjai Borong
Kabupaten
Sinjai

No | Nama Judul Metode Hasil Penelitian
Penelitian/ta | Penelitian Penelitian
hun
1 Supriadi Jaya | Peran badan | Penelitian Peran BPD dalam
permusyawara | Kualitatif pembuatan

Peraturan Desa
Batu Belerang,
muncul berbagi
faktor yang
perpengaruh,
adapun faktor
yang berpengaruh
dalam pembuatan
peraturan desa No
3 Tahun 2016
tentang APBDesa
batu belerang
yaitu rekruitmen
anggoa BPD yang
dipilih langsung
dari tokoh
masyarakat yang
berpengaruh,serta
masyarakat dan
sosial budaya juga
merupakan faktor
pendukung BPD
dalam pembuatan
peraturan desa,




Lilis Peran Badan | Penelitian Perencanaan
Dwiranti/ Permusyawaratan | Kualitatif Pembangunan
Desa (BPD) dalam Desa Di Desa
2020 Perencanaan Polewali  Sudah
Pembangunan Berjalan Dengan
Desa Di Desa Baik Karna
Polewali Keterlibatan
Kecamatan Sinjai Semua Elemen
Selatan (Tokoh
Kabupaten Sinjai Masyarakat,Ketua
BPD, Anggota
BPD, Kepala Desa,
Parat Desa, Rt,
Rw, Kepala Dusun
JJmam
Dusun,Karng
Taruna)
M.  Khairul | Peran Badan | Penelitian Beberapa
Rofig Permusyawaratan | Kualitatif Keinginan
, Desa Dalam Masyarakat Yang
Ul Proyek Sebelumnya
/2020 Pembangunan Telah Di Tampung
(Suatu Studi Oleh Badan
Deskriftif Tentang Permusyawaratan
Proyek Desa Desa Akan
Melalui APBD Di Dibahas Dalam
Desa Sungai Musrenbangdes,
Berapi Yang Nantinya
Kecamatan Beberapa Item
Concong Pmbangunan
Kabupaten Akan Di Sepakati,
Indragiri Hilir) Dalam Anggaran

Tahunan Berjalan
Dan Diketahui

Jumlah Dana Desa
Yang Didapat Dari
Beberapa Sumber
Yaitu Apbn, Dana
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Kabupaten Dan
Provinsi
Selanjutnya
Setelah Semua
Diketahui Dan
Didapatkan
Beberapa Skala
Prioritas
Pembangunan
Akan Disahkan
Oleh Kepala Desa
Bersama Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) Untuk
Menuju Tahap
Selanjutnya Yaitu
Pelaksanaan

Perbedaan Penelitian terdahulu denga penelitian ini ialah, penelitian terdahulu
lebih menekankan pada peran pembangunan desa dan proses legislasi peraturan
BPD, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada Peran Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

B. Kajian Teori

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan
konsep teoritis yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab pembahasan.
Kajian ini berfokus untuk menggali peran BPD dalam pengawasan dan

pengendalian dana desa.

1. Teori Peran
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Menurut Susanto adalah dinamisasi dari status atau pengunaan dari
hak-hak dan kewajiban atapun bisa juga disebut status subyektif. Status
adalah kedudukan seseorang terlepas dari individunya. Jadi status adalah
(Igbar et al., 2020)kedudukan subyektif yang memberikan hak dan
kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebu. Hampir
sama dengan definisi di atas, Soekanto mendefinisikan bahwa peran
adalah “merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), Apabila
seseorang hak da kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia
menjalankan suatu peran” (Ismanudin & Setiawan, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan
desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain
di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang
tergabung menjadi  suatu  kelompok yang disebut Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) (Prabowo, 2019).

Menurut Mintzberg, peran yang dilakukan maneajer dalam

organisasi terbagi menjadi tiga (Siswanto, Miftah Thoha, 2012:21 dan
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12) Interpersonal role, dalam peran personal supervisor harus berperan
sebagai karakter, misalnya pemimpin dan contact person, sehingga
organisasi yang mereka kelola berfungsi dengan lancar. Peran Mintzberg
ini dibagi menjadi tiga peran yang merupakan rincian lebih lanjut dari

hubungan manusia Ketiga peran ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Peran sebagai karakter, yaitu. Peran yang dilakukan untuk mewakili
organisasi terkemuka dalam beberapa acara atau masalah formal.

b. Berperan sebagai pemimpin (Leader), supervisor berperan sebagai
pemimpin dalam peran ini. Dia mengelola hubungan interpersonal
dengan bawahan, di antaranya menjalankan tugas utamanya,
termasuk kepemimpinan, motivasi, pengembangan dan pelatihan.

c. Peran perantara (contact manager), disini tugas manajer adalah
berkomunikasi dengan rekan kerja, karyawan dan orang di luar
organisasi untuk memperoleh informasi (Lilis Dwiranti, 2020).

Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam
pengembangan diri masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa
diakui sebagai peningkatan segala bentuk kegiatan ekonomi lokal yang
dapat dicapai melalui kerjasama masyarakat. Keberhasilan BPD
dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Jika sikap ini positif,
kemungkinan besar masyarakat akan bertindak atas saran lembaga
tersebut, atau  setidaknya  mendengarkannya. BPD  harus
mempertimbangkan lebih dari sekedar kebutuhan, praktik, norma dan

kepercayaan masyarakat. BPD harus mengetahui semua aspek budaya
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masyarakat tradisional, yang entah bagaimana saling terkait, dan
perubahan satu aspek budaya mempengaruhi aspek lain dan

menimbulkan masalah baru (Roza & S, 2018).

Pengakuan sah atas mandat BPD untuk membangun desa tidak
berarti banyak jika tidak didukung oleh penyediaan sumber pendanaan
dan pemberdayaan yang konseptual dan berkelanjutan. Karena pada
dasarnya pendanaan mengikuti tindakan yang diambil (money following
the action). Sementara itu, pengesahan tempat dan pemerintahan desa
harus dilakukan kasus per kasus sesuai dengan karakteristik masing-
masing desa. Upaya penguatan desa bersifat seragam dan sekaligus
hanya membawa perubahan semu. Dengan kata lain, perubahan yang
berbeda hanya akan terjadi ketika kekuasaan atas desa dan desa tercapai
dan pola lama dikembalikan, ketika kekuatan luar tidak lagi

mendorongnya.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU Desa mengatakan pembangunan desa
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi

tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunaan.
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Pembangunan desa tersebut pada pasal 2 merupakan keterpaduan,
kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan terwujudnya
perdamaian dan keadilan sosial. Oleh karena itu, terlihat bahwa rencana
pembangunan  khususnya rencana pembangunan desa sangat
membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Perencanaan desa adalah
perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri,
oleh masyarakat dan untuk dirinya sendiri, di bawah bimbingan, arahan,
pendampingan dan bimbingan serta pengawasan pemerintah. Sehingga
melalui proses pembangunan yang demikian harapan dan keinginan
masyarakat desa dapat diwujudkan dan diwujudkan dalam bentuk
konkrit berdasarkan refleksi. Debat adalah salah satu prinsip dasar
negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh

pemerintah desa disebut Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang).

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau
Keluhan pada tahun 2008 merupakan forum tahunan dimana pemangku
kepentingan menyepakati rencana aksi untuk tahun anggaran
berikutnya. Musrenbang desa atau kabupaten bertemu setiap bulan
Januari untuk menyusun rencana aksi tahunan desa, yang terkait atau
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Desa) yang telah disusun. Musrenbang yang menarik
menciptakan pemahaman tentang keunggulan dan kemajuan desa
dengan memotret potensi pembangunan dan sumber daya yang tersedia

baik di dalam maupun di luar desa.
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Musrembang adalah musyawarah (program) perencanaan
masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat Peran BPD
dalam pembangunan desa dan pengawasan ekonomi desa Vyaitu.
pemerintah desa atau kecamatan bekerjasama dengan warga dan
kelompok kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah
satu tugas pemerintah desa atau kabupaten untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Bintoro mengatakan, perencanaan  pembangunan  berarti
melakukan pekerjaan pembangunan sesuai rencana, yaitu. secara sadar,
teratur, sistematis, terus menerus, berusaha untuk perbaikan dan mampu
menahan pembalikan implementasi. Agar pekerjaan pembangunan
dapat berjalan dengan lancar dalam pencapaian tujuan, maka diperlukan
arah pelaksanaan pembangunan dan penggunaan sumber daya yang
tersedia berpedoman pada rencana yang diwujudkan dalam bentuk

perencanaan pembangunan.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut: a)
Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lebih dari suatu
proses penyusunan kegiatan secara sistematis yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tertentu, b) Perencanaan adalah cara untuk mencapai
tujuan yang sebaik mungkin (kinerja maksimal) dengan sumber daya
yang tersedia agar lebih efektif dan efisien, ¢) Perencanaan adalah
menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dilaksanakan, bagaimana,

kapan dan untuk siapa, dan d) Perencanaan pembangunan adalah arahan
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untuk menggunakan sumber daya pembangunan  yang terbatas
(termasuk sumber keuangan) untuk mencapai tujuan sosial ekonomi

yang lebih baik secara efekti dan efisien.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa, setiap bagian dari pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan
tugasnya dengan dukungan masyarakat setempat. Oleh karena itu,
kemitraan BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa
harus dilandasi filosofi yang meliputi: 1) kedudukan mitra yang setara,
2) kepentingan bersama harus dicapai, 3) adanya prinsip saling
menghormati, dan 4) niat baik untuk saling membantu dan

mengingatkan (Roza & S, 2018).

2. Pengawasan

Menurut Manullang (2008), mengemukaan Pengawasan adalah
menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menetapkan tindakan
korektif, jika diperlukan untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana
proses penentuan yang mana dilaksanakan, evaluasi pelaksanaan dan bila
perlu melaksanakan tindakan perbaikan sehingga sampai pelaksanaan
sesuai rencana. Artinya, berdasarkan batasan di atas pengaasan dapat
diartikan sebagai proses pendefinisian pekerjaan apa yang dilakukan,
evaluasi dan perbaiki jika yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan

yang benar dengan rencana awal.
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a. Menetapkan alat ukur (standar)
langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan
standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat
dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target
kuota, dan target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang
lebih spesifik, termasuk target, anggaran dan pembangunan.
Sebuah instrumen standar tidak berguna jika tidak disertai
dengan cara Yyang berbeda untuk mengukur Kinerja
kegiatannya, karena pada langkah kedua, ukuran Kkinerja
kegiatan yang akurat ditentukan oleh pengukuran terarah yang
dapat digunakan beberapa kali. kinerja dapat diukur setiap jam
pada hari Minggu dan bulan. Setelah proses diatas dilakukan,
langkah selanjutnya adalah menjalankan proses yang
dijalankan secara berulang-ulang dan terus menerus
b. Mengadakan penilaian

Pengawasan  dalam  evaluasi  adalah  perbandingan
pelaksanaannya dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem
standar ini, diperlukan bahan standar yang berbeda untuk
proses kerja, penyimpangan dalam pekerjaan karena adanya
proses harus dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki dalam
masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga terhindar

dari kerugian finansial yang besar dalam hal dana.
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Mengadakan tindakan

Melakukan tindakan adalah dilakukan tindakan perbaikan jika
hasil analisis memerlukan tindakan perbaikan tindakan
perbaikan itu harus segera dilakukan tindakan perbaikan dapat
dilakukan beberapa bentuk standar dapat diubah dan diperbaiki

yang dapat dilakukan keduanya sekaligus

a. Jenis pengawasan

a)

b)

pengawasan internal dan eksternal

pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan
olenh orang-orang atau lembaga yang ada di lingkunga
unit/fasilitas organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan
eksternal adalah ~ pemeriksaan atau pengawasan Yyang
dilakukan  oleh ~ unit pengawasan di luar unit
organisasi/fasilitas yang dipantau.
Pengawasan Preventif dan Represif
Pengawan preventif ialah lebih untuk untuk mencegah
kegiatan menyimpang dari kegiatan yang dilakukan sebelum
kegiatan Pengendalian dilakukan misalnya oleh negara untuk
mencegah pelanggaran yang memberatkan negara/merugikan
dalam penyelenggaraan keuangan negara. Sedangkan
pengawasan represif adalah pengawasan terhadap sesuatu

tindakan setelah tindakan dilakukan atau diselesaikan.
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Misalnya, pengawasan represif dilakukan pada akhir periode
akuntansi di mana anggaran ditetapkan dan kemudian laporan
disampaikan
C) Pengawasan Aktif dan Pasif
pengawasan  aktif adalah pengawasan yang dilakukan
sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat usaha
yang bersangkutan. Pemantauan pasif adalah pemantauan
pasif misalnya, memeriksa dan menguji surat-surat atau
laporan terkait yang menyertai berbagai buktipenerimaan
dan bukti pengeluaran.
d) Pengawasan kebenaran formil
pengawasan kebenaran formal adalah kontrol atas hak dan
menyelidiki kebenaran material tentang maksud dan tujuan
pengeluaran.
b. Tujuan Pengawasan
Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan apa yang
ada ditujukan untuk realisasi. Untuk benar-benar mencapai tujuan
dari tujuan utama, maka pada tahap pertama pemantauan, tujuannya
adalah untuk melaksanakan ikuti instruksi yang diberikan dan untuk
mengetahui  kelemahan dan kesulitan yang diamati dalam
pelaksanaannya rencana  berdasarkan  temuan  tersebut
memperbaikinya baik saat itu maupun di waktu yang akan datang.

(Manullang, 2008: )
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Pengawasan BPD adalah merupakan kegiatan BPD untuk
memaparkan hasil Apakah sudah sesuai dalam perencanaan dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
2014, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah
lambaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan
yang anggotanya berasal dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih
secara demokratis.

Kualitas Badan permusyawaratan desa dapat dilihat pada diagram
Pelaksanaan pengawasan, standarisasi pengawasan dan resiprositas
dilakukan oleh BPDesa. Perubahan kualitas pengawasan BPD diukur
dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Munti dan Fahlevi (2017)
yang memiliki tujuh pernyataan dengan skala Likert 1-5 berdasarkan
indikator yaitu, jadwal pengawasan, standarisasi pengawasan dan

hubungan timbal balik yang dilaksanakan oleh BPDesa.

3. Permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan Desa adalah organisasi yang berfungsi
sebagai lembaga yang mengadakan ketertiban desa bersama dengan
kepala desa, memperhatikan dan berbagi keinginan masyarakat.
Anggotanya adalah wakil warga desa yang bersangkutan, yang diangkat
berdasarkan musyawarah dan mufakat. BPD memiliki peran penting
dalam membantu kepala desa dalam menyusun rencana umum dan

pembangunan desa (Ardiansya, 2020).
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, desa atau disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah hukum
dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengakui adanya
otonomi desa atau desa yang diperintah dengan nama lain, dan kepala
desa dapat diangkat atau diberi kuasa oleh pemerintah atau pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan wurusan negara tertentu melalui
pemerintah desa.

a. Fungsi BPD
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terkait dengan kepala
desa , yaitu. (UU RI No. 6 Tahun 201 Pasal 55) bertanggung jawab
atas:
a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan

kepala desa.

b) Menyesuaikan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa.
c) Memantau kegiatan perangkat desa.

b. Peran BPD
Peran BPD dalam Musyawarah Desa Peran BPD bertanggung
jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Desa. Tanggung jawab ini
meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan setelah musrenbang desa
(musdes):
a) Pada tahap persiapan, BPD membawahi kelompok masyarakat

untuk melakukan pemetaan partisipatif terhadap kebutuhan
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masyarakat. Hasil pemetaan kebutuhan desa digunakan sebagai
bahan penentuan prioritas belanja desa. BPD bersama
masyarakat juga mengevaluasi hasil pembangunan yang

dibahas dalam rapat desa

Pada tahap pelaksanaan, BPD mengatur pelaksanaan
musrenbang.
Setelah fase Hitam, BPD memastikan pemerintah desa

melaksanakan prioritas dan rekomendasi pengeluaran yang

ditetapkan warga kulit hitam, berdasarkan kegiatan sebelumnya.

c. Tugas BPD

Kewajiban BPD Berdasarkan undang-undang, Kewajiban BPD

mengacu pada UU No. 32 Tahun 2000 sebagai berikut:

a)

b)

c)

BPD harus menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk
membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai peraturan
kabupaten.

Mengusulkan dan mengusulkan calon kepala desa terpilih.
Mengingat masyarakat akan mengetahui calon terpilih pada saat
pemilihan, diharapkan masyarakat mengetahui karakter,
pendidikan dan latar belakang sosial lainnya dari secara
keseluruhan.

Jika tindakan kepala desa menyimpang dari ketentuan atau
kewenangannya telah berakhir, maka BPD mengusulkan untuk

memecat kepala desa tersebut.
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d) Pengelola Desa mengirimkan rancangan Peraturan Desa kepada
BPD dan bersama BPD untuk dipertimbangkan oleh Paripurna
sesuai aturan BPD. BPD dengan tugas dan wewenang ikut serta
dalam pengesahan atau pengesahan, dan kepala desa
melaksanakan peraturan desa dan keputusan desa setelah
mendapat persetujuan kedua belah pihak.

e) Kepala desa mengirimkan rancangan APBD kepada BPD untuk
disahkan menjadi APBD selama periode anggaran. Karena
anggaran memungkinkan pemerintah desa menggunakan untuk
membangun sarana dan prasarana umum.

f) BPD mengawasi kerja roda pengurus desa yang diatur oleh
kepala desa.

g) Pengamatan dan saran BPD tersebut ditanggapi oleh pengurus
desa dan masyarakat untuk menjaga segala kepercayaan dan
dukungan agar kepala desa selalu dan serius menjalankan tugas
dengan penuh rasa tanggung jawab. Segala upaya masyarakat
khususnya di bidang pembangunan diharapkan dapat diakui oleh
BPD dengan loyalitas, mengadaptasi dan melindungi
masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama yang
baik (Lilis Dwiranti, 2020).

4. Pembangunan
Pembangunan adalah usaha untuk mewujudkan kehidupan yang

lebih baik, sebagaimana dimaknai oleh negara sebagai “menumbuhkan
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pencapaian nilai-nilai budayanya” (Tjokrowinoto, 1996:1). Hal ini
dikenal sebagai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, mengacu pada
pemahaman Kita tentang negara, tujuan akhir dari pembangunan negara
Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Perintah Terakhir Pancasila
(Kartono & Nurcholis, 2016).

Peremendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan
Pembangunan Desa memberikan kewenangan kepada Badan Desa untuk
menyusun program pembangunannya sendiri. Musyawarah perencanaan
itu disebut Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran
pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata (Ardiansya, 2020).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu jenis pemikiran yang dipilih dari suatu teori, yang
dianggap berkaitan dengan fokus atau judul penelitian,dan bertujuan menjawab
pertanyaan yang ada dalam rumusan pertanyaan penelitian untuk melihat Peran
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa
Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. dapat dilihat dari teori
pelaksanaan pengawasan menurut Manullang,2008 dilihat sebagai tolak ukur

keberhasilan pemerintah dalam pengawasan BPD dalam pembangunan Desa.
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Konsep teori mewakili keadaan pikiran atau pemikiran tentang suatu kasus
atau masalah yang sedang dipertimbangkan pembaca, kerangka teoretis yang
dapat dia setujui atau tidak setujui, itu adalah input eksternal bagi peneliti. fakta
lapangan menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dan kebutuhan yang
diperlukan tidak terbatas. Untuk menghindari bias makna dalam penelitian,
penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus penelitian ini, berdasarkan
uraian sebelumnya model kerangka pikir penelitian ini dapat dipilih dari gambar

berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu
Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

v

Indikator Pengawasan :
(Manullang, 2008)

\

alat ukur penilaian tindakan

letandar) narhailsan

v

Pengawasan BPD dalam Pembangunan
Desa

Odllibdl el allyRkd FIKIT

D. Fokus Penelitian
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Penelitian saya berfokus pada rumusan masalah yaitu peran pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Fokus penelitian ini adalah penggunaan

pendekatan kualitatif dengan alasan lebih mudah menyesuaikan pendekatan

kualitatif dengan kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat

dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk

mempelajari kondisi kawasan alami, dimana peneliti adalah instrumen kuncinya.

Studi kualitatif ini memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan.

E. Deskripsi Fokus

Deskriptif fokus penelitian merupakan uraian dari masing-masing fokus

yang akan diamati untuk memberikan kejelasan tentang pengamatan yang

diuraikan sebagai berikut:

1.

Menetapkan alat ukur (standar)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan Peran Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de
Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, maka seorang pemimpin harus
mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat
penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan
melaksanakan pekerjannya. Alat penilaian standar bagi hasil pekerjaan
pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana
bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat
standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Pengukuran adalah membandingkan

hasil dengan standar yang ditetapkan yang di gunakan untuk menentukan
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kuantitas sesuatu yang bersifat mumerik bahkan merupakan instrumen
dalam penilaian.

Mengadakan penilaian

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi
sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau
mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bahawan
(actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan
sebelumnya. Pengawasan dianggap sangat penting dalam pelaksanaan
Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten
Enrekang, sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan
kegiatan perencanaan awal. Peran pengawasan juga untuk mengevaluasi
hasil akhir dari kegiatan pembangunan.

Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)

Dalam hal ini, tujuan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle
Kabupaten Enrekang, tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi, tetapi
untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Untuk dapat melaksanakan
tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalis apa penyebab
terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti
terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau

evaluasi.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. Penelitian berlokasi di Desa

Batu Ke’de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Alasan yang

mendasari pemilihan lokasi di Desa ini karena adanya partisipasi Peran

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di

Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

L

2.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. =~ Adapun yang di maksud dengan pendekatan
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk yang memahami
fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara horistik
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
ilmiah.
Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan penjabaran
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh

gambaran untuk memahami dan menjelaskan mengenai suatu Objek
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penelitian. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan

informasi keadaan nyata dengan tentang memberikan gambaran atau
deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat terhadap objek yang di jadikan
penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka
tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, Yaitu:

1. Data Primer adalah data peneliti yang di dapat secara langsung dari
sumbernya yaitu para informan yang menadi objek penelitia. Dimanapu
para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara
face to face untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan
secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara
purposive sampling dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana
menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi
yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Data Sekunder
Data sekunder data-data diperolah dan di kumpulkan dari sumber-sumber
lainnya. Data tersebut di peroleh dari dokumen, artike, laporan, buku-buku
yang terkait dengan penelitian, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-
literatul yang lainnya yang memiliki hubungan dengan tulisan ini seperti

jurnal-jurnal yang ada di Indonesia.
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Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten
Enrekang yang telah menjadi fokus penelitian dan dinilai memiliki informasi
tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang,
dalm penelitan ini menentukan informan dengan teknik purposive, dipilih
dengan pertimbangan dan tujun tertentu,yang benar-benar menguasai suatu
objek yang peneliti pilih dimana pemilihan informan dilakukan dengan
sengaja berdasarkan kriteria yang di terapkan dalam tujuan penelitan. Adapun
beberapa kriteria yang menjadi informan yang di pilih dalam penelitian ini
adalah informan yang memiliki jabatan penting dalam kantor dan yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan Pengawasan BPD.

Adapun data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 3.1

Informan penelitian
No Nama Inisial Jabatan
1 Supardi Pida (Kepala Desa) SP Kepala Desa
2 Al Qadri AQ Sekretaris Desa
3 Anugrah ( ketua BPD) AG Ketua BPD
4 | Silen (Wakil BPD) SL Wakil BPD
5 Abdul Rahmat (Anggota BPD) AR Anggota BPD
6 Muh.Saleh (masyarakat) MS Tokoh masyarakat
7 Nur Haidah (masyarakat) NH Tokoh masyarakat
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E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu
dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik
dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan
sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.
1.  Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data
yang sangat lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi
adalah bagian penting dalam pengumpulan data.Observasi dapat di
simpulkan sebagai suatu yang di dahului dengan pengamatan kemudian
pencatatan yang di lakukan secara sistematis, logis, efektif dan rasional
terhadap fenomena atau situasi yang terjadi sebenarnya, maupun situasi
buatan. Observasi sebagai alat sumber data haruslah di lakukan secara

sistematis artinya dilakukan menurut prosedur dan aturan yang berlaku.
Adapun salah satu teknik yang digunakan dalam metode observasi
ini adalah penelitin melakukan pengamatan secara langsung terhadap
fokus penelitian dengan melihat kondisi atau fenomena yang terjadi di
lapangan. Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan melakukan
observasi secara langsung yakni peneliti dapat mengetahui infomasi
tentang penelitian serta memberikan data yang lebih lengkap untuk
penelitian dapat mengambil kesimpulan umum dalam penelitian tersebut.
Salah satu fokus observasi dalam penelitian ini mengamati langsung

tentang bagaimana upaya Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan
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Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle
Kabupaten Enrekang
2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data. Wawancara dapat di artikan sebagai suatu proses
yang di digunakan seseorang peneliti untuk mencari informasi mengenai
penelitian degan cara melakukan Tanya jawab sambil bertatap muka
dengan pewawancara responden. Dalam wawancara tersebut biasanya di
lakukan oleh individu, kelompok atau peneliti yang ingin melakukan
studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti,
tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang
lebih mendalam.

Adapun Teknis pelaksanaan wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone,
computer dimana bentuk komunikasi antar dua orang atau lebih dengan
melibatkan seorang peneliti yang ingin memperoleh informasi dari aparat
Desa, BPD, Masyarakat, atau orang yang memahami fokus dalam
penelitian ini dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan
kepada narasumber dalam mencapai tujuan penelitian. Mengamati
langsung tentang bagaimana upaya Peran Pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke’de

Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.
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3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kulitatif. Dokumentasi berasal dari kata
dokumen yang berarti sebagai barang tertulis. Metode dokumentasi
adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang suda
ada. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel
atau dapat dipercaya kalau didukung oleh data-data yang lebih lengkap
seperti buku-buku terkait penelitian, teori dalil-dalil atau dokumen lain
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorag
yang berhubungan dengan penelitia ini.

Teknik atau studi pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini
dilakukan melalui komunikasi langsung dengan memanfaatkan teknologi
seperti handphone, computer untuk mempermudah dalam pengambilan
dokumen agar lebih efisien karena data-data yang dibutuhkan tinggal
mengutip atau mencopy saja dari dokumen yang ada. dilakukan penulis
dengan cara megumpulkan data yang terkait dengan Peran Pengawasan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu
Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk
mengumpulkan klasifikasi dan mengelompokan data sehingga dapat
disamakan dan di bedakan.

1.  Pengumpulan Data (data collection)
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Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan
tersebut dikumpulan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap
relevan dengan pokok permasalahan.

Reduksi Data (data reduction)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan
atau uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan fokuskan pada hal
yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus
penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu
diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian tentang bagaimana
Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan di Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle Kabupaten
Enrekang. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian
kualiatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang tersusun yang
memberi kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema,
table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian
data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan

penelitian tersebut.
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4.  Penarikan Kesimpulan (conclusions drawing and verification)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan
makna dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan
yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna.
Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat
kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola,
hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari
kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu
proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang  benar-benar
dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Pengabsahan Data
Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan
teknik triangulasi data yaitu teknik memanfakan sesuatu yang di luar data
untuk keperluaan untuk mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang
dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan
data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.
1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber untuk menguiji
kresibilitis data di lakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh
dari beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti menceritakan informasi dari
sumber lain seperti melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumen-
dokumen yang ada sebelumya.

2. Triangulasi Metode
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Triangulasi metode ini digunakan untuk menguji akuratnya sebuah
data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang
sama dengan teknik yang berbeda dalam pengambilan kesimpulan.
Misalnya ada sebuah data yang di peroleh dengan cara wawancara, lalu di
cek kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. Namun, terdapat
perbedaan di antara metode yang di gunakan maka peneliti melakukan
diskusi ulang untuk memastikan data yang mana yang di anggap benar
untuk digunakan dalam penelitian ini.

. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data
penelitian. Waktu juga dapat mempengarui kreadibilitas data. Data yang di
kumpulkan dari metode wawancara di pagi hari pada saat sumber
informasi masi segar. Belum terlalu banyk hal-hal yang di pikirkan

sehingga data yang di dapatkan lebih valid dan lebih meyakinkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek penelitian

1. Gambar Umum Kabupaten Enrekang

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Enrekang dan ibu kotanya Enrekang terletak £ 235 km
sebelah utara kota Makassar. Secara administratif terdiri dari 12
kecamatan, 17 kelurahan dan 112 desa dengan luas wilayah 1786,01
km?2 yang berdampingan terletak antara 3° 14'36" - 3° 50'00" Lintang
Selatan dan 119° 40' 53” -
berbatasan dengan wilayah Tana Toraja di sebelah utara, kabupaten

Luwu dan Sidrap di samping, wilayah Sidrip di selatan, dan kabupaten

Pinrang di sebelah barat.

Luas Daerah Menurut Keamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2022

Tabel 4.1

120° 06> 33" BT Wilayah Enrekang

No Kecamatan Luas Area Presentase Terhadap
(Km?) Luas Enrekang
1 Maiwa 392,87 21,99
2 Bungin 236,84 13,26
3 Enrekang 291,19 16,30

37
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Sumber: data sekunder badan pusat statistika (BPS)

kabupaten enrekang 2022

b. Keadaan Topografi
Wilayah topografi Kabupaten Enrekng umumnya bervariasi
berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai, dengan ketinggian
berkisar antara 47 sampai 3.293 m dari permukaan laut, dan tidak
memiliki kawasan pesisir. Secara umum topografi wilayah didominasi
oleh perbukitan atau pegunungan yang menempati sekitar 84,96% dari
total luas wilayah Enrekang, sedangkan data menunjukkan hanya

sekitar 15,04%.

c. Kemiringan Lereng

Secara umum Kabupaten Enrekang merupakan dataran
bergelombang dengan kemiringan bergelombang atau miring (8-13°)
dan beda ketinggian 20-70 meter serta terletak pada ketinggian 41-109
meter di atas permukaan laut dan meliputi wilayah Maiwa, Maroangin.
dan Kota Enrekang, perbukitan dengan kemiringan yang terjal atau
terjal (0-55°), beda ketinggian 200-500 meter dan terletak 115-600
meter di atas permukaan laut, yang meliputi kawasan cakke, belajen,
alla, Maiwa Timur dan Kota Enrekang Timur. 631-3318 mdpl
merupakan pegunungan dengan lereng sangat tajam/curam (55-90°)
dengan perbedaan ketinggian >500 meter, antara lain Baraka, Bungi,

Tallang Riaja, Karrang, Rantemario dan Nenemori.
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Jumlah peduduk kabupaten Enrekang pada tahun 2022 adalah

sebanyak 227,825 jiwa yang terdiri dari 116,000 jenis laki-laki dan

111,825 perempuan dengan rasio sebesar 101,21 kepadatan penduduk

kabupaten enrekang mencapai 109,07 km?.

Tabel 4.2

Jumlah penduduk kecamatandi kabupaten enrekang tahun 2022

No Kecamatan Laki-laki Perempuan | Jumlah (jiwa)
(jiwa) (jiwa)

1 Maiwa 14.917 13952 28.149
2 Bungin 2.908 2,673 5,575
3 Enrekang 18.910 b gl 37,435
4 Cendana 5,068 5,108 10,176
5 Baraka 12.126 11,694 23,820
6 Butu Batu 8,018 7,543 15,561
7 Anggeraja 14,450 14,181 28,631
8 Malua 4,603 4,591 9,194
9 Alla 12,663 11,904 24,567
10 | Curio 9,242 8,673 17,915
11 | Masalle 7,623 7,232 14,855
12 | Baroko 6,198 5,749 11,947

Keadaan sistem Sosial

Terbentuknya struktur berlapis masyarakat Enrekang diawali

dengan istilah al manurung, dimana turunnya manurung secara tiba-

tiba dari langit dianggap luar biasa dan memberinya kewibawaan di

hadapan masyarakat, sekaligus memberikan satu anggapan bahwa

status sosial to manurung dan keturunannya lebih tinggi dari
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masyarakat biasa. Secara garis besar masyarakat Enrekang mengenal

tiga lapisan masyarakat yaitu :

a. Golongan to Puang atau Arang (Bangsawan) kelompok
masyarakat Enrekang, keturunan to Puang dianggap sebagai
titisan Tuhan, sehingga memiliki peran dalam mempertahankan
pemimpin utama dalam ranah kekuasaan.

b. Golongan to Merdeka (rakyat biasa), golongan tersebut memiliki
kelas menengah dimana mereka bukan bangsawan (penguasa) dan
juga orang yang diperbudak.

c. golongan to kaunan (hamba milik puang) kelompok yang
diperhambah atau abdi orang lain.

f. Pemerintahan
Sejak awal terbentuknya Kabupaten Enrekang, Bupati telah
berkali-kali berganti hingga sekarang. Peresmian Administrasi Negara

Enrekang yang pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 1960, dan

ditetapkan sebagai hari berdirinya daerah kabupaten Enrekang. Berikut

daftar Bupati Enrekang yang menjabat sejak didirikan pada tahun

1960.

1. Andi Bababa Mangopo (1960-1963)

2. Muhammad Nur (1963-1964)

3. Muhammad Cahtif Lasiny (1964-1965)

4. Bambang Soetrisna (1965-1969)
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5. Abullah Rachman B.A (1969-1971)

6. Drs. Mappatoeran Parawansa (1971-1973)

7. Mochammad Daud (1973-1978)

8. H. Abdullah Dollar, B.A (1978-1983)

9. Muhammad Saleh Nurdin Agung (1983-1988)
10. Mayjend TNIH. M.Amin Syam (1988-1993)
11.Andi Rachman (1993-1998)

12. drs. Andi Igbal Mustafa (1998-2003)

13. Ir. H. La Tinro La Tunrung (2003-2013)

14.Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd (2013- sekarang)

2. Gambaran Umum Desa Batu Kede
Gambar 4.1

Peta Administrasi Desa Batu Kede
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Sumber: Kantor Desa Batu Kede

a. Kondisi Geografis
Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekag
merupakan desa yang terdiri dari 4 dusun. Luas desa Batu Ke'de
adalah 8,733 km2 dengan batas sebagai berikut:
1) Bagian utara terbatasan dengan desa Tongko kecamatan Baroko
2) Bagian timur terbatasan dengan desa Baroko kecamatan Baroko
3) Bagian selatan terbatasan dengan Rampunan, kecamatan Masalle
4) Bagian barat berbatasan dengan desa Tongkonan Basse
kecamata masalle.
Iklim desa Batu Kede secara umum tidak jauh berbeda dengan desa
lain di kecamatan Masalle. Sebagai bagian dari daerah tropis dan
lembab, curah hujan bervariasi antara 49,3-337,8 mm.

a. Jumlah penduduk
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Jumlah penduduk berdasarkan data dokumen Desa batu kede
pada tahun 2022 sebanyak 2.819 jiwa dapat dilihat dari rincian
tabel sebagai berikut: Tabel 4.3

Penduduk Berdasarkan jenis kelamin

no Jenis kelamin Jumlah
1 Laki-laki 1.489
2 Permpuan 1.330
Jumlah B2

Sumber : BPS Desa Batu Kede

Untuk lebih jelasnya jumlah tersebut dapat dirinci tabel berikut

ini:
Tabel 4.4
Tabel jumlah penduduk
Dusun Kepala keluarga Jumlah

L P
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Liang loka 467 466 933
Kaban 405 375 780
Parandean 467 346 813
Kira 150 143 293
Jumlah 1.489 1.330 2.819

Sumber : BPS Desa Batu Kede
3. Gambaran umum kantor Desa Batu Ke’de Kecamatan Masalle
a. Visi dan Misi Kantor Desa Batu Kede

Visi dan misi desa Batu Kede disampaikan sebagai visi dan
misi kepala desa terpilih, yang juga menyatu dengan keinginan
bersama masyarakat desa, dimana proses persiapannya
dilakukan dengan partisipasi dusun sampai tingkat desa. Aapun
Visi desa Batu Kede adalah sebagai berikut:

Untuk menggambarkan visi di atas untuk mewujudkan
pemimpin desa masyarakat yang agamis, mandiri dan
kompeten, maka pemerintah desa akan melaksanakan misi desa
Batu Ke’de sebagai berikut:

1. Peningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Pelayanan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar

masyarakat, yang meliputi: (1) akses terhadap pangan; (2)

pendidikan; (3) kesehatan; (4) kesempatan kerja dan usaha;

(5) sarana dan prasarana; (6) rasa aman dan damai; (7)

partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
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2. pengaturan ekonomi berbasis masyarakat
Membangun struktur ekonomi yang berdaya saing dan
berbasis kerakyatan melalui peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan pembangunan yang menjamin
peningkatan pendapatan masyarakat dari pertanian,
peternakan dan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal.
Membangun kelembagaan ekonomi kerakyatan yang kreatif
dan adaptif.

3. Ciptakan iklim yang kondusif
Untuk menciptakan suasana yang menguntungkan bagi
masyarakat, kebanggaan dan kehidupan negara. Lembaga
negara yang bermartabat dan berkeluarga dibangun untuk
membangun  kehidupan masyarakat yang mampu
menciptakan inovasi, meningkatkan inovasi, terus

meningkatkan keterampilannya.

4. Pemberdayaan kelembangaan
Menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan pemerintah,
swasta dan masyarakat melalui pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan.

b. Organisasi Pemerintah Desa
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a) Struktur Organisasi Kantor Desa Batu Kede Kecamatan
Masalle
Desa Batu Kede sebagai organisasi pemerintah
dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh
seorang sekretaris desa dan pengurus. Kepala desa
dipimpin dan diangkat sebagai kepala pemerintahan
desa Batu Kede hasil pemilihan desa tahun 2014.
Selanjutnya tuliskan nama kepala desa, sekretaris desa,

pengurus dan kepala desa..

Tabel 4.5

Daftar Nama Pemerintah Pemerintah Desa Batu Kede

No Nama Jabatan

1 Supardi pida Kepala Desa

2 Al Qadri Sekretaris Desa
3 Sri widiastuti, S.Pd | Kaur keuangan
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4 Hadaria, S.E Kaur Perencanaan

5 Murni, S.E Kasi Pemerintahan

6 Haeruddin, S.Pd Kasi Pelayanan Umum
7 Jumaring, SM Kasi Kesra

8 Herman Kadus Kira

9 Umar Kadus Parandean

10 Muh. Yunus,S.Kep | Kadus Liang Loka

11 Mantasa, ST Kadus Kaban

Suber : Kantor Desa Batu Kede

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diliat bahwa struktur organisasi

pada kantor desa batu kede terdiri dari:

a. Kepala Desa

i

Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 45
serta mempertahankan dan memelihara, keutuhan Negara kesatuan RI.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melaksanakan kehidupan demokrasi.

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas
dari KKN.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan
desa.

Menaati dan menegakkan seuruh peraturan perundang-undangan
Menyelenggarakan Administrasi Desa yang baik.

Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

18-

18.

19.

20.

48

Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh
lembaga adat desa.

Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat.

Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
Mengembagkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
bupati/walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintah desa disampaikan kepada
bupati/walikota, melalui camat satu (1) kali dalam satu (1) tahum.
Laporan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali
dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada
masyarakat dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan
pengumuman atau secara lisan dalam berbagi pertemuan masyarakat
desa atau radio komunitas.

Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada

bupati/walikota melalui camat dan kepala BPD.
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b. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapatan kepala desa.

2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi
semua unsur/kegiatan sekretaris desa.

3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan
umum desa.

4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.

5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan rapat dan mencatat
hasil-hasil rapat.

6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-
hasil rapat.

7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.

8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.

9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan
Administrasi pemerintahan.

10. Melaksanakan Administrasi penduduk, Administrasi pembangunan,
Administrasi kemasyarakatan.

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala urusan pemerintah

1. Melaksanakana kegiatan Administrasi penduduk desa.

2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam
hal kartu tanda penduduk (KTP).

3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
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Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.

Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW dan
kegiatan ketentraman dan Ketertiban serta pertahanan sipil (ctt:
sekarang menjadi perlindungan masyarakat atau linimas).
Melaksanakan penyelenggaraan baru Administrasi peraturan desa dan
keputusan kepala desa.

Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunn berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Melaksanakan pengawasan serta extapol dan kegiatan sosial politik

lainnya.

Kepala urusan keuangan

1.

5.

6.

Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan
perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mengumpukan dan meganalisis data sumber penghasilan desa baru
untuk perkembangan

Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa

Merencanakan penyusunan APBDesa untuk dikonsultasikan BPD

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretariss desa

Kepala urusan umum
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Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat desa
mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan
Melaksanakan penyediaan, penyimpangan dan pendistribusian alat-alat
kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor

Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksana piket
Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor
dan bangunan lain milik desa

Menyelenggarakan pengelolahan buku administrasi umum

Mencatat interverensi kekayaan desa

Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu
dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

Kepala Urusan Pembangunan

i

2.

Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa

Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam
pembangunan desa

Menghimpun data potensi desa serta menganalisis dan memeliharanya
untuk dikembangkan

Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan

daftar usulan sera mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan

b) Program-program pembangunan di Desa Batu Ke’de

Desa Batu Kede terdapat beberapa aktivitas pembangunan baik yang

diselenggarakan oleh masyarakat sendiri melalui lembanga lokal
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maupun yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Adapun

program-program pembangunan yang dapat dideskripsikan sebagai

berikut:

1. Pemerintah desa
Program yang sudah dijalankan kepala desa adalah pembangunan
adalah pembangunan jalan

2. PKK
Program PKK yang sedang dijalankan adalah usaha simpan pinjam,
arisan bulanan, mengaji satu minggu sekali

3. Kelompok tani
Program kelompok tani yang perna dijalankan adalah penyuluhan
pertanian, dan pelatihan pembuatan pupuk kompas.

4. KUD
Program yang sedang dijalankan adalah usaha simpan pinjam
khusus bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani,
aktivitas rutin yang dijalankan KUD adalah sebagai penjual pupuk
organic dan obat-obatan untuk tanaman

5. Posyandu dan puskesmas pembantu
Program rutin yang dijalankan posyandu adalah imunisasi dan
penimbangan bayi yang rutindiberikan satu bulan sekali.
Puskesmas pembantu memberikan pelayanan berobat pada

masyarakat.
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c) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Ke’de Adapun
struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu
Kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dapat di

Lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.2

Struktur organisasi BPD

KETUA
ANUGER
WAKIL SEKRETA
KETUA RIS
ANGGOTA
MU?\lL'M' HERMAN ARDI MUHLIS
ABDUL JAMALUD SAIFUL NASRUL
RAHMAT DIN SR B TAMMU

a. Fungsi BPD
BPD berfungsi
menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.

b. Wewenang BPD

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,

Berdasarkan struktur di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi, wewenang

dan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Kede terdiri dari:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
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Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
Membentuk panitia pemeliharaan kepala desa

Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat.

Menyusun tata tertib BPD

c. Hak BPD

1.

2

Meminta keterangan kepada kepala desa

Menyatakan pendapat

d. Hak anggota BPD

i

2.

3.

4.

5.

Mengajukkan rancangan peraturan desa
Mengajukan pernyataan
Menyampaikan usul dan pendapat
Memilih dan dipilih

Memperoleh tunjangan

e. Fungsi BPD

1.

Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 45 dan menaati segala
peraturan perundang-undangan

Melaksanakan  kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintah desa

Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan

NKRI
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4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi
masyarakat

5. Memproses pemilihan kepala desa

6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
kelompok dan golongan

7. Menghormati nilai-nilai nasional budaya dan adat istiadat masyarakat
setempat

8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan

B. Hasil penelitian
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan UU

No. 6/2014 BPD memiliki peran strategis untuk ikut mengontrol
penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Badan pertimbangan
desa sebagai badan pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk melakukan pemeriksaan proses pelaksanaan peraturan
desa dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab
BPD harus mendukung sosialisasi tujuan, prinsip dan cara kerja dana
desa yang dapat dicapai kepada masyarakat dan pengawasan langsung
atau tidak langsung. tentang pelaksanaan penatausahaan dana desa,
usulkan hal tersebut menerapkan penggunaan dana desa dengan baik,
memastikan integrasi dan mencegah duplikasi yang tidak diinginkan
dari kegiatan eksekutif dana desa, dan menciptakan kerjasama sinergis

dengan pemerintah desa yang paling penting, yaitu kepala desa, atas
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keberhasilan penggunaan dana desa. Tahu pengawasan panitia
musyawarah desa atas penggunaan uang desa di desa Batu Kede,
Kabupaten Enrekang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pelaksana
tugas negara yang anggotanya diangkat secara demokratis sebagai
wakil rakyat desa di daerah. Untuk mengetahui fungsi pengawasan
Badan permusyawaratan desa terhadap penggunaan uang desa di desa
Batu Kede dapat dilihat dari beberapa indikator pengawasan yaitu
sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar)

Pengawasan dilakukan ketika pekerjaan dapat dikendalikan
sesuai dengan perencanaan awal, yang merupakan tujuan dari
pekerjaan diimplementasikan. Kepala desa menjalankan peran
yang sangat penting BPD juga sangat penting di desa, selain
sebagai wakil rakyat bertindak sebagai saluran untuk tindakan
bersama dan bekerja sama kepala desa dalam penyusunan
peraturan, serta di bawah pengawasan BPD Presentasi dari kepala
desa.

Alat penilaian standar tentang kinerja secara umum adalah
rencana umum yang baik rencana keseluruhan, dengan kata lain,
perencanaan itu biasanya ada standar aplikasi bekerja Pada
indikator ini, peneliti menemukan bahwa itu adalah alat ukur atau

metode kerja pengendalian pembangunan yaitu aturan-aturan yang
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ada dan juga beberapa administrasi yang harus diselesaikan
selama proses pengelolaan dana desa ini sehingga saat ini tidak ada
konflik penggunaan uang desa. Dan juga deskripsi anggaran apa
pun untuk digunakan pemerintah desa dan itu ada di sini menjadi
tugas BPD melihat apakah anggaran ini digunakan sebagaimana
mestinya informasi yang ada atau terjadi Kketidaksetaraan
penggunaan dari desa uang.

Setiap tahun pemerintah desa bersama Badan Pemusyawaratan
Desa menyetujui peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dalam
proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, diskusi
publik dan rapat umum BPD tekad RAPB Desa meliputi biaya dan
pendapatan Pendanaan akan diberikan mulai 1 Januari hingga 31
Desember.

Berdasarkan Wawancara dengan Kepala Desa Batu Kede
bahwa:

“Perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan
utama masyarakat menurut rencana kerja desa yang
disesuaikan dengan anggaran desa saat ini.”

(wawancara dengan SP 28 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
Perencanaan  Pekerjaan pembangunan Desa Batu Kede
dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat sesuai rencana

kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa. Dana desa Batu
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Ke’de harus digunakan sesuai dengan apa yang di usulkan,
terencana, dan diimplementasian dilakukan agar pekerjaan
pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekretaris desa juga
mengatakan hal yang sama tentang perencanaan dana desa bahwa:

“setiap ada pembangunan di desa batu ke’de yang memuat di
dalam BPD sehingga tidak terialisasikan BPD itu berkewajiban
meminta keterangan terhadap kepala desa terkait dengan
kegiatan yang terialisasi tersebut.”

(wawancara dengan AQ 29 maret 2023)

Berdasarkan wawancara, terlihat bahwa rencana pembangunan
di desa batu ke’de semuanya masuk dalam rencana kerja
pemerintah desa, atau singkatnya rencana kerja RKP. pemerintah
Desa batu ke’de telah menyiapkan rencana kerja terkait
penggunaan seluruh dana desa di Desa Batu kede Kabupaten
Enrekang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan anggota BPD
mengatakan:

“ BPD desa Batu ke’de mengetahui berapa banyak uang desa
yang telah diterima di desa dan berapa banyak uang yang telah
dihabiskan dengan mengundang mereka dalam musyawarah
perencanaan desa, karena APB Desa ditentukan oleh BPD dan
kepala desa.”

(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
Perencanaan dalam pengelolaan dana desa sebagai pijakan atau
dasar untuk mencapai suatu tujuan yang baik, tujuan tersebut dapat
tercapai jika dilandasi dengan rencana yang baik sehingga tujuan

dari rencana tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Jika dipanggil
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oleh BPD Desa Batu Ke’de yang berkumpul di desa sudah
mengetahui seberapa besar kas desa, berkat penetapan anggaran
desa oleh pemerintah desa dan BPD desa Batu Ke’de. hal serupa
juga dikatakan oleh ketua BPD bahhwa:

“...Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, misi BPD adalah
menghimpun ide dari desa ke desa, jadi diskusi desa dulu baru
nanti diangkat dalam musyawarah desa dan diputuskan dalam
musrenbang desa.”

(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Dari wawancara di atas terlihat bahwa program yang tepat
mengacu pada bagaimana BPD dapat merencanakan kegiatan
untuk  mengumpulkan dan  mempertimbangkan keinginan
masyarakat di tingkat desa, dibuat oleh MUSREMBANGDES.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh masyarakat:

“warga masyarakat selalu diundang untuk membahas peraturan
desa Batu Ke’de. Meski banyak masyarakat yang masih
enggan dalam proses anggaran. Rapat membahas anggaran
desa atau penggunaan dana yang diperoleh untuk
pembangunan, pertemuan tersebut membahas anggaran desa
atau penggunaan dana yang diperoleh untuk pembangunan,
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.”
(wawancara dengan NH 1 Apri 2023)

Dari wawancara di atas diketahui bahwa BPD sebagai
perwakilan masyarakat desa merupakan wadah dimana masyarakat
desa dapat menyampaikan keinginannya dan mempertimbangkan
segala pengaduan  kemudian  menindaklanjuti  keinginan

tersebutdan meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan.
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lembaga atau lembaga. Wawancara Anggota BPD mengatakan
bahwa:

“Ketika aturan desa dibahas dan disetujui dalam rapat desa,
mayoritas yang diundang dalam rapat kebanyakan hanya
pendengar. Namun, beberapa orang tetap aktif membahas dan
mengesahkan peraturan desa.”

(wawancara dengan AR 2 April 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa sebagian
masyarakat yang diundang dalam pertemuan atau diskusi untuk
membahas dan menyetujui peraturan desa tetap tidak
memperdulikan rapat tersebut. Mereka berpartisipasi dalam diskusi
hanya sebagai pendengar, tetapi masih menjadi anggota aktif
dalam komunitas, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Berdasarkan
wawancara dengan ketua BPD.

“...Setelah BPD dan kepala desa mempresentasikan draf
peraturan desa kemudian dibahas dalam rapat. Setelah
dilakukan penambahan dan perubahan, maka rancangan
Peraturan Desa disahkan dan disetujui serta ditempatkan
Peraturan Desa.”(wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut, Badan permusyawaratan
Desa (BPD) Batu Ke'de mengontrol pengaturan desa terkait dana
desa atau penggunaannya. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi
anggota BPD dalam penyusunan peraturan desa. Pengurus desa,
BPD dan tokoh masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan dan
pengesahan peraturan desa. Berdasarkan wawancara Yyang

dilakukan oleh seorang kepala desa yang mengatakan bahwa:
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“...Terkait regulasi, penyusunan dan pengajuan, semuanya
ditentukan bersama dengan BPD desa Batu Ke'de jika BPD
tidak menyetujuinya, maka segala sesuatu yang menjadi
rancangan akan dibatalkan dengan keputusan Perdes
semuanya harus disetujui Dari BPD, biasanya dipecah dulu
oleh BPD. Desa memberikan laporan setiap akhir tahun.”
(wawancara dengan SP 28 Maret 2023)

Dari wawancara di atas terungkap bahwa kepala desa
hendaknya mengikuti SOP vyang berlaku saat mengambil
keputusan, khususnya Aturan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes). Wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD

menyatakan:

“Selama ini peran BPD berjalan dengan baik di desa Batu
Kede, walaupun pada dasarnya tidak melihat kegiatan BPD
di desa batu kede, karena sampai saat ini desa menduduki
posisi penting, BPD jarang berjalan. Karena jika timbul
masalah masyarakat langsung kepada kepala desa dan tidak
melalui perantara BPD. Selama ini BPD memantau kegiatan
desa cukup baik, karena tidak ada berita atau informasi
tentang adanya kecurangan atau tindakan kepala desa Batu
Ke’de yang merugikan desa Batu Ke’de.”

(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Pada wawancara di atas diketahui bahwa Badan
Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya yaitu mengontrol
semua tindakan yang dilakukan oleh penegak peraturan desa,
dalam hal ini pemerintah desa. Berdasarkan keterangan yang
disampaikan oleh Wakil BPD, mengtakan bahwa.

BPD Desa Batu Kede telah melakukan dengan baik dalam
menetapkan standar sebagai tolak ukur. Hal ini dibuktikan
dengan BPD Desa Batu Kede yang menyetujui APBDes dari
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Anggaran 2022 yaitu peraturan desa batu kede no. 6 tahun
2016 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).( wawancara dengan SL 30 maret 2023).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa kepala
desa mengelola pemerintahan desa menurut kebijakan yang
ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa
Batu Ke’de menetapkan peraturan desa yang disetujui oleh kepala
desa. kepala desa bersama pemerintah desa dan direktur
menyiapkan dan mengirimkan rancangan peraturan desa tentang
pendapatan belanja anggaran desa (RAPBD) untuk dibahas dan
diputuskan. Desa menyampaikan laporan kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran
mengenai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Batu
ke’de.

Pengawasan terhadap pemerintah desa Batu kede sedikit
meringankan kinerja BPD karena di Desa Batu Kede bukan hanya
BPD yang menjadi sistem pengawasan tetapi semua sektor, baik itu
lembaga masyarakat lembaga pemuda atau masyarakat itu sendiri.
Biasanya BPD sudah mengetahui berapa dana yang masuk ke desa.
pemerintah Desa batu ke’de dan BPD dapat bersinergi dengan baik
dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya dengan mendapat
dukungan dari masyarakat.

2. Mengadakan Penilaian

Setelah melihat hasil pekerjaan, proses pengendalian merasa
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perlu mengevaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan dengan standar
dan mencari perbedaannya jika ada. Pelaksanaan tugas pengawasan
yang dilakukan oleh BPD sejalan dengan hasil wawancara dengan
ketua BPD mengatakan bahwa:

“...Secara teknis peran BPD hanya melakukan pengawasan
pemerintah desa sebagai pelaksana pekerjaan. BPD
menggunakan berbagai cara untuk memantau proses
pelaksanaan pekerjaan pemerintahan desa mulai dari proses
perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan anggaran
APBDesa. ”’(wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa peran BPD
hanya untuk mengawasi Pemdes sebagai pelaksana pekerjaan.
Peran pengurus adalah melaksanakan kebijakan pimpinan dan
kebijakan desa, sedangkan peran BPD adalah merumuskan
peraturan desa bersama kepala desa, mengatur dan mengarahkan
usaha masyarakat, serta mengawasi tindakan kepala desa. Anggota
BPD mengatakan hal yang sama:

“...Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya sebatas
apakah pemerintah desa telah melaksanakan pelaksanaan
yang ditetapkan dalam anggaran tahunan APB Desa atau
belum. kalau ada masalah kontrol langsung ke lapangan
sudah langsung dibentuk panitia dari pemerintah desa.”
(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa jika
dibandingkan pelaksanaan kegiatan BPD tidak termasuk dalam
proses pelaksanaan pekerjaan. Diharapkan tidak ada keraguan atau

ketakutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
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pengawasan BPD, karena BPD memiliki payung hukum yang kuat
dalam pengendalian penggunaan dana desa. Berdasarkan
wawancara dengan ketua BPD menyatakan bahwa:

“saat pembangunan sedang berjalan, pengurus desa
menyuruh BPD untuk meninjau langsung pekerjaan
lapangan, yang sebenarnya bukan tugas BPD, sebagali
anggota BPD selau melakukam evaluasi pengawasan terkait
dengan pembangunan yang memang sudah direncanakan dari
awal kemudian selalu ada jalinan komuikasi dengan
pemerintah desa terkait dengan pembangunannya tersebut
dan anggaranya yang nantinya akan desa tuangkan dalam
laporan keterangan kepada BPD didalamnya itu menyangkut
dengan masalah pembangunan jalan dan anggaranya itu yang
kami laporkan.”

(wawancara dengan AG 32 Maret 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas terlihat bahwa
BPD memiliki peran penting dalam tugas dan tanggung jawab .
Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sejalan dengan hasil
wawancara dengan sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“...Pengawasan BPD melaksanakan semua kegiatan
pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung
kepada pemerintah desa atas segala kegiatan yang dilakukan
oleh perangkat desa terutama kepala desa.”

(wawancara dengan AQ 29 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa BPD
mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan desa, agar kepala desa
tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan wawancara
dengan anggota BPD yang menyatakan bahwa:

13

anggota BPD biasanya mengkritisi tindakan pemerintah
yang lamban, pembangunan normal tidak berjalan, padahal
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anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir BPD akan
menggulingkan pemerintah desa, padahal BPD tidak ada niat
seperti itu.BPD hanya ingin desa ini dibangun, Pertama
meminta berapa banyaknya pengeluaran, kemudian meminta
supaya pemerinth desa memberikan BPD berapa titik tentang
bangunan yang telah direalisasikan BPD meminta secara
tertulis seluruh kegiatan-kegiatan walaupun kecil menjadi
agenda, kemudian BPD harus merapatkan sebagai ketua
meminta kepada setiap anggota supaya melaporkan setiap
dusun Merealisasi dari pembangunannya.”

(wawancara dengan AR 2 april 2023)

Berdasarkan wawancara anggota BPD biasanya mengkritisi
tindakan pemerintah yang lamban, juga kritikan dari masyarakat.
padahal anggaran sudah ada, tapi kepala desa berpikir akan
menggulingkan pemerintah desa. Berdasarkan wawancara yang di
lakukan oleh ketua BPD menyatakan bahwa:

“...Iya. sering bahkan BPD sendiri yang turun bertemu
masyarakat sehingga BPD sampaikan tentang pengeluaran-
pengeluran dana desa, Masyarakat belum paham cara
penempatannya sehingga masyarakat bertanya, kemudian
BPD sosialisasikan kepada masyarakat sehigga Masyarakat
paham bahwa beginilah cara penataan pengolaan besarnya
pengeluran dana di desa batu kede, karna BPD memang
wajib untuk menyampaikan kepada masyrakat.”

(wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat Kita sosialisasikan
kepada masyarakat sehingga mereka paham cara penataan dan

pengolaan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan di atas

mengenai penetapan standar fungsi pengawasan BPD dalam
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mengawasi penggunaan dana desa. Desa Batu Kede, BPD bukan
hanya sebagai lembaga yang mengawasi atau sebagai penyalur
aspirasi masyarakat desa tetapi juga sebagai partner kerja yang
bersinergi satu sama lain. Hubungan antara BPD dengan
Pemerintah Desa terbilang cukup bagus karena apapun Kkinerja
kepala desa yang berkaitan tentang pembangunan, pengeluaran
anggaran desa dan lain- lain tidak lepas pula kerja sama atau saling
meminta pendapat tentang apa yang akan dikerjakan pemerintah
desa. Bentuk pengawasan BPD tersebut berupa monitoring dan
evaluasi yang menjadi bagian dari laporan kinerja BPD sebagai
wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada

masyarakat desa

Mengadakan tindakan perbaikan (corective action)
Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan pegawai
dengan hasil pekerjaan sebelumnya, yaitu. membandingkan hasil
pekerjaan sendiri dengan hasil kegiatan yang dilakukan pada
waktu yang berbeda. Membandingkan hasil pekerjaan yang
dilakukan dalam proses inspeksi secara alami membutuhkan
koreksi penyimpangan yang tidak diinginkan dengan aktivitas yang
tidak diinginkan. Dengan menggunakan koreksi yang dilakukan
selama proses pemantauan, penilaian dan koreksi dilakukan untuk

meningkatkan kinerja.
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota BPD yang
mengatakan

BPD melakukan pemantauan dengan pemerintahan Desa
tentang anggaran yang akan ditetapkan untuk menjadi program
tahunan, kemudian BPD juga memantau tentang pembangunan
Desa terutama pembangunan proyek yang turun dari
pemerintahan kabupaten Enrekang seperti pembangunan
rumah orang miskin dan pengadaan jalur tani (wawancara
dengan SL 30 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa pengawasan
yang dilakukan BPD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
surat keputusan Kepala Desa. Pengawasan dapat diartikan sebagai
kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan dengan rencana. Pengertian ini akan digunakan oleh
untuk BPD yang memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa. Ketua BPD mengatakan
demikian:

“BPD sedang mengevaluasi laporan eksekutif pengurus desa,
mengevaluasi laporan evaluasi kinerja desa selama satu tahun
anggaran dan memberikan penilaian terhadap tugas kepala
desa.” (wawancara dengan AG 31 Maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Kede selalu
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh anggaran.
kepala desa yang berperan sebagai badan pengawas diharapkan

dapat menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, terutama
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terkait dengan penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara
dengan anggota BPD mengatakan bahwa.

“Selama ini pengendalian BPD terhadap dana desa
merupakan pelaksanaan atau pelaksanaan program, BPD
tidak terlalu mencampuri urusan pemerintahan Tapi BPD
membutuhkan  laporan  pelaksanaan ~ masing-masing
penggunaan dana desa selama setahun. Karena laporan
penggunaan  yang Sebenarnya Biaya desa  harus
musyawarakan dengan pemerintah desa dan masyarakat
setempat (wawancara dengan SL 30 maret 2023)

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD yang melapor
penggunaan dana desa berupa laporan pelaksanaan perangkat desa
yang didiskusikan dengan BPD dan masyarakat mengikuti rapat
laporan program yang sudah dilaksanakan dan yang belum
dilaksanakan. akan dilaksanakan dengan dana yang diterima dari
dana desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tokoh
Masyarakat menyatakan demikian:

“Masyarakat juga ikut memantau kegiatan pengurus desa batu
kede kalau ada masalah masyarakat diskusikan dulu terlebih
dahulu kepada Ketua BPD” (wawancara dengan MS 16 Apri
2023)

Pelaksanaan pengawasan dana desa dikendalikan oleh
masyarakat desa bersama dengan perangkat desa, hal ini bertujuan
agar masyarakat desa dapat terus memantau pelaksanaan peraturan
desa, mengingat pelaksanaan pengawasan pelaksanaan dana desa
dibuat peraturan desa. kepentingan diri orang lain penduduk desa

Apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan yang telah
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ditetapkan sebelumnya, maka perangkat desa wajib mengingatkan
dan melaksanakan tindakan apabila terjadi penyimpangan. Ketua
BPD mengatakan hal yang sama:

“BPD Desa Batu kede mengendalikan seluruh penerimaan dan
pengeluaran kas desa yang dikelola oleh pengurus desa. Saat
mengecek pendapatan dan pengeluaran desa, BPD Desa Batu
Kede mendasarkan pada meminta penjelasan tentang informasi
keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, contoh dari
mana pendapatan itu berasal dan berapa nilaiya. dan dimana
biaya tersebut digunakan dan berpapa nilaiya.”(wawancara
dengan AG 31 maret 2023)

Dalam menjalankan peran pengawasannya dalam pengelolaan
dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) batu kede
mengawasi dan mengontrol seluruh penerimaan dan pengeluaran
dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan oleh wakil BPD yang mengatakan
bahwa :

“Dana desa berasal dari pemerintah, sedangkan sebagian kas
desa berasal dari kabupaten. Namun, keduanya dimaksudkan
untuk membangun dan memajukan desa, Dana yang bersumber
dari kabupaten/kota disebut ADD (Anggaran Dana Desa). dana
yang diterimadari daerah tersebut cukup besar, sekitar Rp 1
miliar. Karena jumlahnyayang cukup besar, maka proses
pengumpulan ADD sendiri tidak bisa dilakukan secara
langsung, ada beberapa tahapan dalam pengambian ADD di
transfer bank desa.”(wawancara dengan SL 30 maret 2023)

wawancara di atas diketahui bahwa terlebih dahulu desa harus
menyiapkan RPD(Rencana Pengembangan Dana Desa) yang berisi

informasi tentang sumber daya yang akan digunakandan berapa
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dana yang dibutuhkan. Dengan demikian, pembayaran ADD
sebesar 1miliar tidak dapat diambil secara langsung, melainkan
hanya dapat diambil sesuai kebutuhan pembangunan desa.Kepala
Desa mengatakan bahwa:

“Proses penyaluran dana desa tidak serta merta desa terima
sekaligus. Pembayarannya dilakukan dalam 3 tahap per tahun
dan ada beberapa syarat jika ingin dicairkan, Proses pencairan
itu bertahap, tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen
dan tahap ketiga 20 persen. Kemudian ada beberapa laporan
yang disampaikan ke Pemkab. Kalau laporannya tidak
lengkap, maka uangnya tidak dicairkan. (Wancara dengan SP
28 maret 2023)

Pada wawancara di atas diketahui laporan pelaksanaan
pemerintahan desa untuk melaporkan penggunaan dana desa, untuk
mempertanggung ~ jawabkan atas ~ program-program  yang
dilaksanakan  bersama dengan permusyawaratan desa dan
masyarakat tidak dilaksanakan, yang keuangannya bersumber dari
dana desa. Kemudian sekretaris desa juga mengatakan hal yang
sama:

Saat penyaluran dana desa, persyaratan dokumennya adalah
dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD,
SPJ, proposal, Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Semua
dokumen ini harus lengkap saat pengeluaran dana desa dan
harus dikoordinasikan dengan camat, sekretariat, Kasi PMD,
pengawas desa Batu Kede dan bantuan dari pemerintah kota.
(Wawancarara dengan AQ 29 maret 2023)



Tabel 4.6
Anggaran Dana Desa Batu Kede
No Tahun Dana Desa
1 2020 Rp. 1.017.771.00
2 2021 Rp. 1.075.527.00
3 2022 Rp. 957.956.000

Sumber: APBDDesa batu kede
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Pembayaran ini dapat dilihat dari pernyataan ini Dana desa

tidak langsung disetor ke rekening desa, tapi ada beberapa tahap

dan dia harus mengisi dokumen yang diperlukan untuk membayar

biaya desa. Dalam penyetoran 40 persen tahap pertama, ada 3

tahap penyetoran uang desa, 40 persen pada tahap kedua dan 20

persen pada tahap ketiga. Setiap permintaan pembayaran Dana

desa harus memenuhi persyaratan dokumentasi yang ditentukan,

yaitu dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD,

LPPD, SPJ, proposal, Pernyataan tanggung jawab tersebut disetujui

oleh Kasi PMD Distrik Direktur, Sekretariat, Pengawas dan

pendamping distrik desa batu kede. Yang berikutnya adalah

Besaran Tunjangan Desa di Desa batu kede dalam APBN 3 tahun.

a. Sumber daya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Kede yang masih

tergolong relatif rendah

Anggota BPD Batu Kede Sumber Daya Manusia (SDM) Desa

relatif rendah. Staf adalah salah satu kuncinya perkembangan suatu
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lembaga atau organisasi. setengah anggota masih belum memahami peran
mereka sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan
wawancara Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD:

“Beberapa anggota BPD masih kurang dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab sebagai anggota BPD, yang semuanya akan
ditugaskan terlebih dahulu dan mungkin berhasil. Kurang responsif Di
bawah pengawasan anggota BPD, apa yang harus dilaksanakan
kinerja kepala desa” (Wawancara dengan AG 31 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat
pendidikan Di Desa batu kede masih tergolong sangat kurang dari segi
kepentingannya peran pendidikan, paragraf ini harus memiliki bagian
yang lebih besar lebih besar dalam pembangunan. Hal serupa juga
dikatakan oleh Anggota BPD bahwa:

“saya lulus SMA mengenai tugas dan tanggung jawab BPD nyatanya,
saya masih kekurangan apa yang seharusnya saya lakukan. kami
bekerja pun dari dulu sama ketua kemudian berusahalah kami
mengerjakan tugas kami." (Wawancara denga SL 30 maret 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Kebutuhan
akan latihan sebagai anggota BPD adalah latihan orang-orang terpilih
sebagai perangkat desa agar tidak bingung bekerja sehingga pada awalnya
jarang ada lembaga pemerintah yang menyediakan pelatihan kerja yang
memadai.

Kurangnya kerja sama BPD dengan pemerintah Desa
kerja sama adalah komunikasi yang sangat penting kepada mahluk

sosial dan BPD serta kepala desa dalam pelaksanaannya bekerjasama
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antara kepala desa dengan BPD pemerintahan di desa. Kurangnya
kerjasama BPD dengan pemerintah desa

batu ke’de merupakan salah satu kendala dalam menunaikan tugas BPD
dan fungsi Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD mengatakan
bahwa:

“Kerja sama antara BPD dengan pemerintah desa terus terjalin sangat
kuat Itu tidak cukup. Rasa kekeluargaan tidak menjadikan kami
anggota BPD terlalu mencampuri urusan desa, padahal itu harus
dilakukan kami mengawasi kepala desa. Salah memahami tugas
biasanya kita lakukan. Jika kinerja kepala desa terlalu dikritik
sebaliknya, kita diajak untuk menggulingkan pemerintahan desa itu
sendiri  kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu atau
kelompok tanpa keraguan Tidak memahami peran dan tanggung
jawab BPD memang sangat serius mengganggu kegiatan kami di
bawah kendali kegiatan kepala desa.” (Wawancara AG 31 maret
2023)

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada kekurangan
pekerjaan antara BPD dengan pemerintah desa karena menimbulkan rasa
kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya
dengan tidak semestinya. Inspeksi tidak dilakukan untuk menemukan
kesalahan orang lain atau untuk menghukum pelaku kesalahan, tetapi
untuk menegakkan pelanggaran. meningkatkan upaya penyelesaian segala
permasalahan yang ada untuk kepentingan dan tujuan organisasi, tidak
hanya itu pemimpin atau kepala desa organisasi menghindari perilaku
merusak diri, menahan diri secara berlebihan dan memaksakan
kehendaknya, tetapi pemimpin harus bijaksana dan mengutamakan

objektivitas yang tinggi agar pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.
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Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal,
misalnya kurang nya peran BPD dalam pendampingan pemerintah
khususnya pengelolaan Dana Desa, masyarakat setempat kurang
berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa seperti rapat yang
membahas tentang pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan Dana Desa
di dominasi oleh keluarga kepala Desa. Kualitas Sumber daya manusia
yang kurang akan pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga
menjadi pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan
Dana Desa dan pembangunan Desa. Dalam menumbuhkan partisipasi
masyarakat untuk dapat ikut terjun langsung dalam pengelolaan Dana
Desa diperlukan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai
pengelolaan Dana Desa.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BPD berhak untuk
mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa Batu ke’de kepada pemerintah desa, menyatakan
pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas

dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

C. Pembahasan
Badan Permusyawarah Desa yang merupakan badan pemerintahan
Desa dengan peran pengawasan diharapkan memiliki fungsi untuk

melaksanakan terutama tentang penggunaan anggaran. Hukum dan Peraturan
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pemerintah memberi BPD dasar hukum yang jelas tidak perlu ragu untuk
melakukan tugas pengawasan dari pemaparan kepala desa. Dana desa yang
dihimpun oleh APBN adalah jumlahnya tidak sedikit, sehingga diperlukan
mekanisme pengendalian masyarakat mengontrol penggunaan dana desa
Kemudian dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

berdasarkan hasil observasi terlihat BPD desa Batu Kede belum
menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama fungsi pengawasan dimana
anggota tidak menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan anggota BPD
mempunyai pekerjaan sendiri sehingga peran BPD dalam fungsi administrasi
masih belum maksimal dilaksanakan, belum lagi kurangnya sumber daya
manusia dari anggota BPD itu sendiri, dimana fungsi administrasi BPD belum
maksimal dilaksanakan karena anggota berbuat lebih banyak. pekerjaan
pribadi seperti bertani.Berbagai topik di lapangan memungkinkan peneliti
mengkaji lebih detail fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Menelaah fungsi pengawasan BPD dilihat dari segi fungsi

manajemen , khususnya fungsi pengawasan.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digunakan
Landasan desa Desa Batu Ke’de di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari

teori tersebut kata Manullang sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai

rencana lebih awal Pekerjaan terkontrol adalah pekerjaan yang sedang
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berjalan, terlepas dari apakah hasil pekerjaan tersebut memenuhi tujuan
desain awal pekerjaan atau tidak. Karena perencanaan yang baik dapat
memperlancar tercapainya visi dan misi suatu organisasi atau lembaga.

Perancangan desa batu kede dibagi menjadi dua bagian yaitu periode
dalam jangka panjang dan menengah. Jangka panjang adalah rencananya
Pembangunan jangka menengah desa periode 6 di tahun. Sampai saat itu,
rencana kerja pemerintah desa (RKP) adalah dokumen penyusunan RPJM
Desa selama 1 tahun. Perencanaan internal desa disesuaikan dengan
anggaran APBDesa. Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Penasehat Desa batu kede sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya
yang tertuang dalam rencana kerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa batu
kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enerekang BPD Desa batu kede
Tahap perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penggunaan
dana desa dapat dikatakan berhasil atau dapat diamati secara maksimal
pada tahap pengukuran Kinerja.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di
Desa Batu Ke’de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan
dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Menetapkan alat
ukur (standar) sebagai langkah awal dalam proses pengawasan adalah
menetapkan standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat

dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target kuota, dan
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target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang lebih spesifik,
termasuk target, anggaran dan pembangunan.

2. Mengadakan Penilaian hasil pekerjaan sesuai standar dan pastikan
diferensial membandingkan hasil kerja dengan standar. Pada dasarnya, ini
berarti mengevaluasi prestasi kerja. Hambatan sumber daya terutama
tingkat kualifikasi pendidikan sangat menunjang pelaksanaan roda
Pemerintahan Desa, namun dari data yang diperoleh bahwa tingkat
pendidikan pengurus BPD Desa Batu Kede masih standar, sehingga
dibutuhkan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih memadai. Dengan
tingginya derajat keilmuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin
tinggi analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu
lingkup masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan
di Desa Batu Ke’de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan
dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Pengawasan
dalam mengadakan penilaian adalah perbandingan pelaksanaannya
dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem standar ini, diperlukan
bahan standar yang berbeda untuk proses kerja, penyimpangan dalam
pekerjaan karena adanya proses harus dianalisis dan dijelaskan serta
diperbaiki dalam masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga

terhindar dari kerugian finansial yang besar
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam

tahap mengadakan penilaian hasil pemeriksaan lembaga Pertimbangan
desa batu kede dikatakan kurang optimal.
Mengadakan Tindakan penyimpangan yang tidak diinginkan dengan
pengukuran untuk memperbaiki Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari
proses verifikasi. Adaptasi dianggap sebagai kendala sehingga tindakan
disesuaikan atau diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Tindakan cepat dan efektif sangat penting saat mengidentifikasi
penyimpangan yang signifikan. Pengawasan yang efektif tidak mentolerir
penundaan yang tidak perlu. Tindakan korektif partai politik yang
memilih  kekuasaan, yaitu badan permusyawaratan desa tentang
penggunaan dana desa. Jadi efisiensi maksimum tercapai maka tindakan
korektif penyimpangan harus diikuti untuk mencapai respon Yyang
diinginkan.

Mekanisme kerja peran pengawasan BPD desa Batu Kede dalam
mengawasi anggaran yang keluar dengan cara terjun langsung kelapangan
misalnya pemerinta desa ingin melakukan pembangunan jembatan, dari
awal perencanaan proyek BPD sudah mengetahui berapa dana yang
diperlukan berapa lama pembangunan dan apa saja bahan-baha material
dibutukan jadi dari awal perencanaan proyek disitula peran BPD dalam
melakukan pengawasan Fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap
perencanaan, seperti memperhatikan keinginan warga terkait pengelolaan

dana desa dan alokasi dana desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa,
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penggunaan dan pengendalian anggaran masih sangat lemah dan
cenderung tidak terlibat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan
di Desa Batu Ke’de dengan melihat hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan
teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) peran pengawasan BPD
Desa Batu Kede sangat teliti mengenai laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan oleh Kepala Desa. Langkah-langkah pengawasan yang
terdiri dari pemeriksaan terhadap administrsi pemerintahan Desa,
pemeriksaan pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan perundang-
undangan lainnya, pemeriksaan terhadap pelaksanaan keputusan kepala
desa, pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa
(APBDesa), pemeriksaan terhadap kebijakan pemerintahan Desa, serta

melakukan perbaikan setelah melakukan pengawasan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, hal ini
mungkin saja terjadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ke’de adalah sebagai berikut.
1. Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa batu kede
dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat BPD Desa Batu
Kede Pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan
masyarakat yang diselaraskan dengan anggaran APB Desa saat ini.
Penyusunan program BPD mulai dari penelitian, pengumpulan dan
adaptasi keinginan masyarakat Desa Bartu Ke’de dapat dikatakan
baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD desa
batu kede dalam penyusunan peraturan desa. Penyusunan dan
pengesahan peraturan desa ini termasuk dewan desa, BPD dan
tokoh masyarakat.
2. Mengadakan Penilaian hasil kerja BPD Desa Batu Kede masih
berlangsung pemantauan dewan desa sebagai pelaksana pekerjaan.
Benar Kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa
membuat kegiatan BPD semakin mendalam pelaksanaan tugas
pengawasan belum optimal. fungsi dan tugas BPD masih dalam

tahap
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perencanaan, misalnya dengan mempertimbangkan keinginan
warga Pengelolaan dana desa dan penyaluran dana desa.
Mengadakan Tindakan kinerja BPD Desa Batu Ke’de terus
dilakukan pemantauan dan evaluasi semua anggaran. Pelaksanaan
peraturan desa batu kede dikontrol langsung oleh masyarakat desa
batu ke’de, tugas dewan desa adalah mengingatkan dan menindak
jika ada penyimpangan kegiatan kepala desa batu kede. Namun
pada tahap ini BPD masih belum melakukan tugasnya secara
maksimal dalam peraturan desa, penggunaan dan kontrol anggaran
masih sangat lemah dan biasanya tidak terlibat

Pengawasan BPD memiliki kendala dalam penggunaan dana
Desa Batu Kede Kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Batu
Ke’de masih tergolong rendah karena rendahnya tingkat
pendidikan dan kurangnya kerjasama antar anggota BPD serta
kurangnya kesadaran anggota BPD terhadap tugas dan tanggung
jawabnya. itu mempengaruhi Kinerja tugas dan kinerjanya belum

optimal terutama dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diselesaikan, penulis memiliki

beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan BPD dan perangkat desa terus meningkatkan kerjasama

terutama dalam memperjelas, menampung dan mengarahkan keinginan

masyarakat desa batu ke’de.
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2. BPD diharapkan dapat meningkatkan tugas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya tanpa mengutamakan rasa kekeluargaan,
dan BPD memberikan kekuatan dalam pengawasan dana desa. BPD
berkontribusi atas prakarsa sendiri, tidak hanya mendukung, menerima
atau menolak usulan pemerintah desa, sehingga fungsi dan tugas
pengawasan BPD sendiri dapat dioptimalkan.

3. Pemerintah desa harus melihat kemungkinan masyarakat untuk
menangani pengelolaan keuangan desa sehingga desa batu kede
menjadi lebih baik. Jika perlu, mengadakan pelatihan tentang
pengelolaan keuangan dan penggunaan dana desa untuk menciptakan

sumber daya manusia yang lebih baik.
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Gamabar : Wawancara dengan Sekretaris Desa pada tangga 29 maret 2023

Gambar :Wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 31 Maret 202



Gambar : Wawancara dengan Toko Masyarakat pada tanggal 16 April 2023
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